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BUPATI TELUK WONDAMA

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) untuk mendapat persetujuan bersama, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarmi, Kabupaten Keenom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja

Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten

Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4245);



2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbagan Keuangan Anatara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia  Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor  118, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor  90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia  Nomor 4116); sebagimana telah di ubah dengan Peratura

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4540);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor  48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2010 Nomor 123)



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor

4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terkahir dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TELUK WONDAMA

dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.

796.560.133.479,00 bertambah sejumlah Rp. 15.816.346.803,00 sehingga menjadi Rp.

812.376.480.000,00 dengan rincian :

1. Pendapatan
1) Semula Rp. 796.560.133.479,00



2) Bertambah/(berkurang) Rp.    15.816.346.803,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 812.376.480.000,00

2. Belanja
1) Semula Rp.  793.560.133.479,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.819.580.127,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 839.379.713.606,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (27.003.233.324,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.003.233.324,00

3. Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 30.003.233.324,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp.    3.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.    3.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto Rp.  27.003.233.324,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 7.732.284.179,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.908.817.513,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 19.641.101.692,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 621.361.390.300,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (12.202.700.300,00)

Jumlah dana penerimaan setelah perubahan Rp.  609.158.690.000,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 167.466.459.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   16.110.229.590,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan Rp.  183.576.688.590,00

(2) Pendapatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 3.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   1.046.000.000,00



Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.   4.546.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 1.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.      551.788.422,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.   1.551.788.422,00

c. Hasil  Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 1.066.103.679,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   2.455.144.076,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.   1.551.788.422,00

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 2.166.180.500,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   7.855.885.015,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.   1.551.788.422,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak

1. Semula Rp. 53.325.236.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.891.603.000,00)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 50.433.633.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 432.228.840.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.                          0,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.432.228.840.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 135.807.314.300,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   (9.311.097.300,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 126.496.217.000,00

(4) Lain – lain Pendapatan Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf c terdiri

dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 4.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.007.639.590,00)

Jumlah dana bagi hasil stelah perubahan Rp. 6.007.639.590,00

b. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 115.532.999.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   10.357.490.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan dana otsus setelah perubahan Rp. 125.890.489.000,00

c. Pendapatan lainnya Rp.   61.650.303.000,00

1. Semula Rp. 47.933.460.000,00



2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.745.100.000,00)

Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan Rp. 51.678.560.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana  dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 325.709.387.877,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   84.586.737.613,00

Jumlah belanja  tidak langsung setelah perubahan Rp. 286.942.230.391,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 467.850.745.602,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.   84.586.737.613,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 552.437.483.215,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 203.296.875.811,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (42.116.674.968,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 161.180.200.843,00

b. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 2.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.150.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 4.650.000.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 15.463.840.550,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 794.625.498,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 16.258.466.048,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 9.315.211.516,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 167.059.484,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 9.482.271.000,00

e. Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa

1. Semula Rp. 93.633.640.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 565.640.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp. 9.482.271.000,00

setelah perubahan

f. Belanja Tak Terduga

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00



2. Bertambah/(berkurang) Rp. (327.807.500,00)

Jumlah belanja tak terduga setelah perubahan Rp. 1.072.192.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 43.122.597.474,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.437.662.968,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 40.684.934.506,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 217.377.518.910,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 72.007.672.224,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 289.385.191.134,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 207.350.629.218,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.016.728.357,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 222.367.357.575,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.003.233.324,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 30.003.233.324,00

b. Penyertaan Modal

1. Semula Rp. 3.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Pembiataan netto Rp.27.003.233.324,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran perubahan tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah sebagimana dimaksud

dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari  :

1. Lampiran I Ringkasan APBD T.A. 2017



2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

5. Lampiran V Rekapitualsi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai  per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan  dan Pengurangan Aset Lainnya

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesakan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran tahun

ini

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan

menetapkannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Rasiei

Pada Tanggal 29 Desember  2014

BUPATI TELUK WONDAMA

BERNADUS A.IMBURI



Diundangkan di Rasiei

Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

JUSAK KARUBUY

LEMBARAN DAERAH KABUPATN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI
PAPUA BARAT : (4/2016)


